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ABSTRAK

Dalam Undang-undang No. 02 Tekun 2002 renreg Kepolisian Negaes Repubiik [ndosesis Pasal 18 ayat (1)
Undazg-Undang Kepolisian menyebutkan “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara  Repuoblik
Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendini”. Deagan demikian,
kepada Kepolisian dibenkan kewesangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
dalam sitwasi konkrie di [apangan berdasarkan penilaian sendiri dalam rasgka penyelenggarzan fungsi Kepolisian,
Dalams tal menjalarkan diskresi kepolisian yasg merupakan cakupas dari wewenang polisi ine sendinl hans sesusi
dengan permuran perundang-undangan dan prosedur teap Kepolisian dalam pesggunaas senara e pada
perangkapan tersingks adalah tndaken paling tenakhic vasg dilakukas ustuk melumpohkan tersangkas.
Permasalahan vang diangkat dan penelitian ini sdalah (1) umuk mengetabui bagaimans pelaksansan diskresi dalam
pengganan senjate api pada penangkapan tersangka tindak pidana olek anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat,
(2) bagaimana kendala dalam pelaksanaan diskresi dalam penggunzan senjata api poda penangkapan tersangka
tindak pedana oleh azggoca kepolisian Sumatera Barat. Penelitian ini  dilakukas dengan menggunakan metode
yuridis sasiologis vang didukueg dengas data primer dan sekusder. Sumber data primer didapat melalui peselitian
dengan infemasi melalul wawancars dengen asggosa kepolisian di PoMa Sumbar, sedsegkan sumber dara
sekunder didapar dani buku-buku dan lporsn lknnva. Berdasarkan hasd penelinan Pelakassaan Diskres dalam
pengpunaan senjata api peda penangkapan tersangka tindik pedana di Kepolisisn Daerah Sumaters Barat telsh
sesumi dengan Pasal |5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor | Tahus 2005 Testang
Perggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian harus mefakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu.
Ditarapkan kepada pemerintah dan internal polisi perfu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas personil selain
wu diharapkan kepada anggota kepolisian urtuk bertindak sesuai dengan peraguran penandang-usdangan, Stander
| Operasina! Prosodur (SOP) dan erika profesi kepolisian demi terwujudays tujusn kepolisan denzan semestinya
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